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ABSTRACT

Sngingi Kuantan town. Traffic violations by motor vehicles from the year 2011-2012 has
increased quite rapidly. Therefore the traffic police as an agency that is authorized to regulate
traffic, has made various efforts in tackling traffic violations. One of them with the preventive
measures early prevention of police traffic violations committed by motor vehicle, conduct
counseling about traffic and alert the public about the importance of respect the traffic signs and
banners put up relating to the traffic. While the repressive efforts is an action taken by law
enforcement officers in the aftermath of a crime or offense. that is by giving warning and
enforcement action with a traffic ticket. Enforcement action was conducted by the police traffic
unit for traffic violations committed by motorists. Traffic police in performing their duties subject
to the traffic laws. However, the role of the traffic police in dealing with high levels of perceived
traffic violation is less than optimal, especially the region of the police law Kuantan resort
Sngingi this is because there are still many obstacles facing the traffic police in performing their
duties as law enforcement especially in the field of traffic., Such as the lack of quality and quantity
of traffic police, to lack of facilities and infrastructure, as well as the lack of traffic police
personnel
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A. Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai perantegfim dalam mendukung
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagranghya memajukan kesejahteraan
umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-UndargarDidegara Republik
Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselaaggga dengan tujuan mewujudkan
lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, amgpat, lancar, tertib, dan teratur
nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transplaitanya, menjangkau seluruh
pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemeratpanggerak dan penunjang
pembangunan nasional dengan biaya yang terjand&hwlaya beli masyarakat.

Dari sistem transportasi nasional harus dikembamgbatensi dan perannya
dalam mewujutkan keamanan, keselamatan, ketertitzankelancaran berlalu lintas dan
angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangukamomi dan pengembangan
wilayah, dengan perkembangan ilmu pengetahuanedamologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas, upaya pembaharuan hukum dan penmamfzgranan badan-badan penegak
hukum negara yang terarah dan dibutuhkan untulatdajendukung pembangunan
nasional serta kesadaran hukum khususnya dibidesmpportasi yang berkembang
dalam masyarakat Indonesia.

1 C. S. T. Kansilpisiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, him. 15.



Sistem hukum nasional yang mantap, bersumber padaaBila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemataman hukum yang berlaku,
yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegdéa perlindungan hukum serta
untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanam dan ketentraman
masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertibaryaraliat, swakarsa dengan
berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesiaaggi alat penegak hukum negara
yang profesional, maka dianggap perlu untuk merkberiandasan hukum yang kukuh
dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisigaril®epublik Indonesfa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Liasitas dan Angkuta
Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan damgodiruang lalu lintas jalan,
sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintes jgaitu: “prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, oraag,adau barang yang berupa jalan
dan fasilitas pendukung.”

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalia$ dan angkutan jalan
yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib damuteratyaman dan efisien melalui
manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintasa Tatra berlalu lintas dijalan diatur
dengan peraturan perundangan menyangkut arahntds,iprioritas menggunakan jalan,
lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendaliarus dipersimpangan. Untuk mengatur
hal tersebut maka diperlukan rambu-rambu lalu dintatuk membantu arus lalu lintas
dijalan tersebut, rambu-rambu tersebut terdiri dagolongart
1) Rambu peringatan;

2) Rambu larangan;
3) Rambu perintah;
4) Rambu petunjuk.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari pgkiapan jalan, yang dapat
berupa lambang, angka, huruf, kalimat dan atau golelgn diantaranya sebagai
peringatan, larangan, perintah atau petunjuk begigkai jalan. Rambu-rambu tersebut
digunakan untuk menyatakan perintah yang wajitkdian oleh pemakai jaldh.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, sebagsh saltu contoh perbuatan
melawan hukum adalah pelanggaran lalu lintas ydagukan oleh kendaraan bermotor.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 208@h tdiatur secara tegas
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagaggemnti dari Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan AngkutannJafaang mulai berlaku efektif
pada januari 2010 setelah di sahkan oleh DPR padhl2 Pelanggaran lalu lintas ini
menjadi masalah yang sangat serius di tengah-tamgalarakat pada saat sekarang ini.
Terutama di wilayah hukum Polisi Resort KuantangBigi. Menurut Ajun Komisaris
Polisi Kuantan Singingi H. Fauzan Domo, meskipuayagpupaya untuk menanggulangi
pelanggaran lalu lintas telah dilakukan. Baik ifpaya preventif dan upaya represif.
Upaya preventif berupa mengadakan penyuluhan hlteisekolah-sekolah dan untuk
masyarakat umum, memasang spanduk, baliho sertaaspegan rambu-rambu
peringatan. Upaya represif berupa penindakan depgaberian surat teguran dan surat
tilang kepada pelaku pelanggar lalu lintas. Narogkat pelanggaran lalu lintas yang
terjadi terus meningkat.

Bahwa selama tahun 2012, Polisi Resort Kuantargii@in telah menilang
sebanyak 3.678 kendaraan bermotor dari berbagaj ada Januari 2012, dari data yang
di sampaikan, Polisi Resort Kuantan Singingi tefaénilang 430 kasus, Februari 433

2 http://carapedia.conmuikumonline, Penegakan Hukum, diakses, Selasa, 5 Februari 2013, pukul 21.00
WIB.

* Ibid, him. 184.

*1bid, him. 185.



kasus, Maret 398 kasus, April 305 kasus, Mei 4Zu&aJuni 252 kasus, Juli 326 kasus,
Agustus 130 kasus, September 12 kasus, Oktobeka@f&, November 363 kasus, dan
Desember 200 kasus. Di samping melakukan penindadagan cara menilang sebanyak
3.678 kendaraan bermotor, Polisi Resort Kuantamifgn juga menegur 925 pemilik
kendaran bermotor selama Januari hingga Desemlmuidt Kepala Kepolisian Resort
Kuantan Singingi Ajun Komosaris Besar Polisi Wenéyrbyantoro SH kepada Riau
Pos, Rabu 2 Januari 2013 total penindakan yanf tklakukan pihaknya selama 2012
mencapai 4.603 kasus. Menurut Kapolres Kuantanirf@inghjun Komosaris Besar Polisi
Wendry Purbyantoro SH, jumlah penindakan terhadamd&raan bermotor yang
melanggar rambu-rambu lalu lintas meningkat dahumalalu, Pasalnya 2011 lalu,
pihaknya menindak 3.421 kasus, sementara pada #iiflak 4.603 kasus, ada
peningkatan dari Tahun 2011, pada Tahun 2011 mesden surat tilang sebanyak
3.421 kepada pelanggar lalu linfas.

B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang diatas, makauyendapat merumuskan apa yang
menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini,yait

1. Bagaimana peranan pihak kepolisian satuan laladirtalam menangani tingginya
tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayah hukumisidResort Kuantan Singingi ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak kepaligatuan lalu lintas dalam
menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lindasilayah hukum Polisi Resort
Kuantan Singingi?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi aemlyang dihadapi oleh pihak
kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tmggtingkat pelanggaran lalu lintas
diwilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pihak kepolisian satiadun lintas dalam menangani
tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayflukum Polisi Resort Kuantan
Singingi.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi olehkpkepolisian satuan lalu lintas
dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran latas diwilayah hukum Polisi
Resort Kuantan Singingi.

3 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mesgdtambatan yang dihadapi
oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam meaai tingginya tingkat pelanggaran
lalu lintas diwilayah hukum Polisi Resort Kuantangingi.

D.Kerangka Teori
1. Teori Peranan

Menurut Wiliem Shakespeare status didefinisikaragabsuatu peringkat atau
posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubudgagan kelompok lain,
sedangkan peran adalah pelaku yang diharapkasetgorang yang mempunyai suatu
status, 6dengan pengertian lain status adalah sepata kewajiban dan hak-hak
tertentu:

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “polish geenegakan hukum”
sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskamahg persoalan peran penegak
hukum sebagai berikut: "secara sesiologis set@pegakan hukum baik yang bertugas

® Riau Pos, Jumat, 4 Januari 2013, him. 31.
® Wiliem Shakespear&psiologi Hukum, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, him. 118



dibidang-bidang  kehakiman, kejaksaan, kepolisian,epekgacaraan, dan
pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) damnge(role)’, kedudukan
(social) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasytakang mungkin tinggi,
sedang-sedang saja, atau rendah kedudukkan tersshénarnya merupakan
merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-lzak kawajiban-kewajiban
tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi aldamerupakan suatu peranan
(role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedtatukertentu, lazimnya
dinamakan pemegang perdrole accupant).” Suatu hak sebenarnya merupakkan
wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedankgwaajiban adalah beban tugas
suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalaorwmsur sebagai berikut:
1) Peranan yang ideéildeal role);
2) Peranan yang seharusngapected role);
3) Peranan yang dianggap oleh diri senglierceived role);
4) Peranan yang sebenarnya dilakukaotual role).

2. Teori Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalamgriiagkup persoalan
hukum dan nilai-nilai sosial. Apa bila ditinjau d&gori-teori modern tentang hukum
dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengi&athukum, timbul bermacam
permasalahan. Salah satu permasalahan yang tirdhldhamengenai adanya suatu
jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasdis&han hukum tertulis, serta
kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebutdapat suatu pendapat yang
mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tenggnpada keyakinan
seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan testitébewustzijn). ®

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa tetadaukum sangat erat
hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran rdiknggap sebagai variabel
bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan vatebahtung. Selain itu kesadaran
hukum dapat merupakan variabel antara, yang tkré&attara hukum dengan perilaku
manusia yang nyata. Prilaku yang nyata terwujudrdadtetaatan hukum, namun hal
itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungesial, dukungan sosial
hanyalah diperoleh apabila ketaatan hukum terséidlasarkan pada kepuasan, oleh
karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hkarekeadilart.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yamgbuh dan berkembang
dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat nieritakum bukan karena
paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengannii yang ada dalam
masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadilatemalisasi hukum dalam masyarakat
yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersel@ls&aht meresap dalam diri
masyarakat. Ada beberapa indikator kesadaran huk@mg masing-masing
merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnia;¥a
a) Pengetahuan hukum;

b) Pemahaman hukum;

c) Sikap hukum;

d) Pola prilaku hukum;
3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebsgha melaksanakan
hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksarmanggr tidak terjadi

" Satjipto RahardjoPenegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, him. 36.
8 Otje Salman,Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, P. T. Alumni, Bandung, 2008, him. 49.
9 .
Ibid, him. 52.
1%1bid, him. 56.



pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulinkakum yang dilanggar itu
supaya dapat ditegakkan kembali.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnyadwaala yaitu
penegakan hukum preventif dan penegakan hukum siépieenegakan hukum
preventif adalah penegakan hukum yang dilakukaelsebterjadinya suatu tindak
pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pgragemementingkan pencegahan
agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggafedangkan penegakan hukum
represif adalah penegakan hukum yang dilakukanaseterjadinya suatu tindak
pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum repmebntujuan untuk memulihkan
kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidasa pelanggaran.

Tidak terkecuali pula pada penegakan hukum dibidallglintas. Penegakan
hukum lalu lintas juga dikelompokkan menjadi duajiba. Pertama, penegakan
hukum lalu lintas bidang preventif, yang melipuggkatan-kegiatan pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patroli. Kedua, penagdkkum represif, yang
meliputi penindakan pelanggaran yang disebut dengfang dan penyidikan
kecelakaan lalu lintas.

E. Metode Pendlitian

1.

3.

Jenis Pendlitian
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis péiagiiyuridis sosiologis yang artinya
meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapankggtkan dengan aspek hukum
yang berlaku dan yang mengatur permasalahan térd&mena dalam penelitian ini
penulis langsung mengadakan penelitian pada Iakasi tempat yang diteliti guna
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas temtasalah yang ditelitf:
Lokas Pendlitian
Penelitian ini dilakukan di polisi resort kuantangingi, karena diwilayah hukum
polisi resort kuantan singingi tersebut jumlah pglaran lalu lintas oleh kendaraan
bermotor masih meningkat dari tahun sebelumnya.
Populasi dan Sampel
a. Populas
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objegatteqiri-ciri yang sam&
Atau dapat diartikan sebagai sekumpulan objek aesng yang memiliki
kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yangemmbsuatu masalah
pokok dalam suatu riset khusifsAdapun yang dijadikan populasi dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kepala satuan polisi lalu lintas;
2) Polisi lalu lintas;
3) Pelaku pelanggaran lalu lintas.
b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian daulgso yang dapat mewakili
keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah |p@medalam menentukan
penelitian’®> Penulis menggunakan metodeurposive Sampling atau dapat

1 Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 15.
12 Riris Mentari, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Bedan Berdasarkan Pasal 285 KUHP dan
Penerapannya di Pengadilan Negeri Pekan Bdripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2008,

him. 27.

13| bid, him.118.
14 http://carapedia.com./pengertian-definisi-populdiikses, Selasa, 15 Februari 2013, Pukul 20A0B.

*Ibid.



diartikan pengambilan sampel dengan terlebih damdnentukan kriteria tertentu
oleh peneliti sesuai dengan yang diperlukan,

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sandpel penelitian ini dapat
dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel
No Responden Populasi | Sampel %
1 | Kasatlantas 1 1 100%
2 | Polisi Lalu Lintas 45 5 11,19
Pelaku Pelanggaran Lalu 0
3 Lintas 2011 3.421 10 0,29%
Pelaku Pelanggaran Lalu 0
4 Lintas 2012 4.603 15 0,32%
Jumlah 8.070 31 -
Sumber Data: Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kuantan

Singingi Tahun 2013.
F. Pembahasan
1. Peranan Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Poliss Resort Kuantan
Singingi

Perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukanng&atan yang cukup pesat,
hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dimd transportasi khususnya
kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor lyaraperasi dari waktu kewaktu
terus bertambah, maka untuk mengatur arus lalaslikendaraan bermotor tersebut
dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagaijpagumtuk memaksimalkan fungsi
dari lalu lintas. Namun walaupun sarana dan prasajan tersebut sudah dipasang,
tapi sangat disayangkan masih ada masyarakat yasth mcuh tak acuh terhadap
prasarana tersebut yang merupakan penunjang fumggi dari lalu lintas.

Jika hal ini terus terjadi, maka akan menimbulkaats permasalahan yang
nantinya akan merugikan masyarakat sendiri sebpgagguna jalan raya. Kota
Kuantan Singingi, merupakan salah satu kota yangpunaya tradisi setiap tahunnya,
tradisi tersebut merupakan hiburan rakyat yaituupgdur. Dimana acara tersebut
diadakan sekali dalam setahun. Sehingga sebagsan bwsyarakat Kuantan Singingi
akan berbondong-bondong untuk menyaksikan acassbig. Namun akses jalan
untuk menuju arena tersebut cukup jauh. Sehingpgatuhikan transportasi, baik itu
motor maupun mobil. Kerena berasal dari desa yarheda-beda. Tidak hanya di
waktu pacu jalur saja, dihari-hari biasa pun banyasyarakat Kota Kuantan Singingi
yang memanfaatkan jalan raya tersebut untuk beKsggintingannya. Sehingga sangat
di mungkinkan akan terjadinya pelanggaran laluaBntOleh karena itu maka
diperlukanlah peran penting dari polisi lalu lintebagai aparat penegak hukum dijalan
raya untuk dapat menanggulangi tingginya pelanggata lintas tersebut.

Polisi lalu lintas memiliki peran yang penting dalanenanggulangi pelanggaran
lalu lintas, hal ini dikarenakan polisi lalu lintasempunyai status atau posisi dalam

®Jemmy Fransiska, “Pelaksanaan Penangguhan Penatiemgan Jaminan Orang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara RidfrPolresta Pekanbargkripsi, Program Sarjana
Universitas Riau, Pekanbaru, him. 24.



suatu kelompok yang berhubungan dengan kelompak Balam arti kata polisi lalu
lintas selaku aparat penegak hukum dijalan raya poeyai hubungan dengan
masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancardaanketertiban berlalu lintas,
dalam masyarakat. Adapun peranan yang dilakukah ®&lelisi Resort Kuantan
Singingi dalam menanggulangi tingginya pelanggalan lintas oleh kendaraan
bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2@@8ang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah sebagai beriut:
1. Peranan dibidang Preventif
Dalam bidangPreventif, Yaitu adanya pencegahan awal dari pihak Kepalisia
terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukah &lndaraan bermotdt.Usaha
pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kama8ingingi adalah:
a) Melakukan Penyuluhan
Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat 1igAdadang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yaitu : pembinaan lalu lintas dakglutan jalan yang dilakukan
oleh instansi pembina yang meliputi didalam butyathg menerangkan bahwa :
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, penaperzin, dan bantuan teknis
kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatan kota. Yang mana
dalam langkah awal yang menjadi sasaran dalam oiaak penyuluhan ini
adalah para pelajar, untuk mencegah terjadinyanggian lalu lintas oleh
kendaraan bermotor yang umumnya banyak dilakukah pbara pelajar, pihak
Kepolisian khususnya bagian satlantas melakukagiakan yaitu melakukan
sosoalisasi dan penerangan tentang rambu-rambdinéhs kesekolah-sekolah
dengan maksud memberikan penerangan tentang peydirrgematuhi rambu-
rambu lalu lintas, dan menerangkan apa resiko wkag terjadi jika melanggar
rambu-rambu lalu lintas. Karena dari data yang miulkan, pelanggaran lalu
lintas oleh kendaraan bermotor paling banyak dKakuoleh para pelajar dan
mahasiswa. Selain melakukan penyuluhan ke sekgdehyuluhan tentang
keselamatan berlalu lintas juga dilakukan kepadasyarakat. Adapun
penyuluhan yang dilakukan oleh Satlantas Kuantagi&gi dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabe 111.1
Data Penyuluhan Tentang Pentingnya K eselamatan Berlalu Lintas Pada
Tahun 2011-2012

No | Tahun | Jumlah Sekolah Masyar akat Jumlah
Umum
1 2011 5 3 8
2 2012 7 5 13

Sumber Data : Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi. H. Fauzan
Domo
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tindakmventif yang dilakukan oleh
Satlantas Kuantan Singingi berupa penyuluhan sudi#kukan, penyuluhan
tersebut dilakukan ke sekolah-sekolah maupun keanalsat.

b) Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakatum tentang
pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sepemasang spanduk-
spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengdan lintas. Serta
menghimbau masyarakat melalui media elektronikuyegidio. Agar mematuhi

" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, him. 77.
18 _Leden Marpaungisas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. him.106.



rambu-rambu lalu lintas. Yang mana hal ini telaftuti didalam Pasal 25 ayat 1
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakimtan Angkutan Jalan
yaitu : setiap jalan yang digunakan untuk laludsmtumum wajib dilengkapi
dengan perlengkapan jalan berupa : rambu laluslintearka jalan, alat pemberi
syarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alagpedali dan pengamanan jalan,
fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkytlan yang berada dijalan
dan diluar badan jalan’
2. Peranan Dibidang Represif
Upaya represif merupakan suatu tindakan yang ditakwleh aparat penegak
hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelangga®@&iring dengan
penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh keadararmotor diwilayah hukum
Polisi Resort Kuantan Singingi yang bersifaeventif, maka perlu dilaksanakan
upaya penanggulangan yang bersifapresif. Peranan dibidangepresif yang
dilakukan adalatf?
a) Penindakan dengan pemberian teguran.
Hal ini telah diatur didalam Pasal 265 ayat 3 Umgdimdang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan yaituntulh melaksanakan suatu
tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotdugame kepolisisan republik
indonesia berwenang untuk melalkukan tindakan laémupa menghentikan
kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada mpewiyedan melakukan
tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawanindakan teguran
hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak teflaial seperti anak sekolah
yang mengendarai dibawa umur yang melakukan petmagtf Adapun
penindakan dengan pemberian surat teguran dagwtdialam tabel berikut :
Tabe [11.2
Jumlah Penindakan Dengan Pemberian Teguran
Pada Tahun 2011-2012

No Tahun Jumlah
1 2011 416
2 2012 925

Sumber Data: Data Pelanggaran Tahun 2011- 2012 Sat L antas
Polres Kuantan Singingi

Tabd 111.3
Jumlah Penindakan Dengan Pemberian Tilang
Pada Tahun 2011-2012

No Tahun Jumlah
1 2011 3.005
2 2012 3.678

Sumber Data: Data Pelanggaran Tahun 2011- 2012 Sat
L antas Polres Kuantan Singingi
b) Penindakan dengan pemberian surat tilang.
Hal ini berkaitan dengan pasal 265 ayat 1 butir redldhg-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalaangy berbunyi

9 Wawancara dengaBapak H. Fauzan Domo. Ajun Komisaris Polisi. Hari Rabu, 24 April 2013,
Bertempat di Polisi Resort Kuantan Singingi.

2 eden MarpaungQp.cit.

2L Wwawancara dengaBapak Sugiono, Ajun Inspektur Polisi Satu, Hari Kamis 25 April %) Bertempat di
Polisi Resort Kuantan Singingi.



pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan yang melijpgmeriksaan suart izin
pengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermot@t tanda coba kendaraan
bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atawateoida kendaraan bermotor.
Setiap pengendara sepeda motor yang kedapannyaggatalalu lintas maka
akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kitaali apa bila ada operasi yang
dilakukan oleh polisi lalu lintas, baik itu mengemzerlengkapan kendaraan,
surat-surat maupun marka atau rambu. Seperti peaggkanelpot yang nyaring
atau tidak sesuai dengan standar sepeda motdouéer¥@ang telah diatur didalam
Pasal 265 ayat 1 butir ¢ berupa pemeriksaa terhisiipkendaraan bermotor.
Adapun operasi yang dilakukan Satlantas Kuantagii®in dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabe I11.4
Jumlah Operasi Lalu Lintas Oleh Satlantas Kuantan Singingi
Pada Tahun 2011-2012

No Tahun Operas Operas Tilang
Rutin Dadakan

1 2011 6 Kali 2 Kali 3.005

2 2012 10 Kali 5 Kali 3.678

3 Jumlah 16 Kali 7 Kali 6.683

Sumber Data : Wawancara dengan AKP H. Fauzan Domo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah opematsn dan operasi dadakan
telah ditambah dari tahun sebelumnya, dan diharepkauk tahun berikutnya
jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan gdehgguna kendaraan bermotor
semakin berkurang. lalu lintas. Kenyataan empiribidang pemberian sanksi
terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas segamam masih menganut
memperbaiki pelaku pelanggaran lalu lintas diwilkaylaukum Polisi Resort

Kuantan Singingsehingga memberikan gambaran bahwa pelanggarahnias

tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul dterdalam lingkungan

kehidupan sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwa sanksi itu nerupddagian hukum pidana yang

lain secara tegas ditulis oleh Moeljatno sebagakbe“Hukum pidana adalah

bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlakisuditu negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan ufftuk”:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidakh bdilekukan, yang
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yangé sanksi tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada meyakg telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakamu atgatuhi sanksi
sebagaimana yang telah diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan standapiat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggardan tersebut.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisan Satuan Lalu Lintas Dalam
Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polisi
Resort Kuantan Singingi.

Pemberian sanksi didalam konsep hukum pidaniamial justice system) itu

sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dariibdiminal yang menjadi bagian
integral dari kebijakan sosial. Politik kriminali imerupakan suatu usaha yang rasional

22 Moelijatno,Azaz-Azaz Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, him 16.



dari masyarakat dalam menanggulangi kejah@te®ehubungan dengan penegakan
hukum pidana ini, maka Lawrence M. Friedman yanggkeji dari sistem hukum
(legal system) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut neken
berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pajaryaitu struktur hukum
(structure), substansi hukumsibstance), dan budaya hukumydegal culture). Dari
ketiga komponen inilah menurut M. Friedman, kitpatamelakukan analisis terhadap
berkerjanya hukum sebagai suatu sistém.

Dari uraian yang dikemukakan M. Friedman ini nampakwa unsur struktur
dari suatu sistem hukum mencakup berbagai instyasig diciptakan oleh sistem
hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalanmkaabgkerjanya sistem tersebut.
Salah satu di antara lembaga tersebut adalah kepoli Sedangkan komponen
substansi mencakup segala apa saja yang merupakardari struktur, di dalamnya
termasuk norma-norma hukum baik yang berupa pemafoeraturan, keputusan-
keputusan, maupun doktrin-doktrin. Sehingga menupPenulis, didalam upaya
penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegamelagurangi pelanggaran lalu
lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kuantan Singgj serta penyelesaiannya. Usaha
peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada usah@si€pntuk preventif. Sehingga
dalam hal ini menetapkan suatu sanksi bertujuarukumhemberikan arah dan
pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadigaksi dalam suatu tindak
pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas umhénegakkan berlakunya suatu norma
yakni peraturan lalu lintas. Sehingga pemidanaarséndiri merupakan suatu proses
yang paling kompleks dalam sistem hukum pidanarieaneelibatkan banyak orany.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana mempakatu rangkaian
kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagdu ssistem, tidaklah dapat
dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidapat berdiri sendiri, akan
tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisaté@ma sekalfi® Jadi, bila dihubungkan
dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetap&si sgang pada hakikatnya
merupakan kewenangan beberapa instansi, maka degretlogkan bahwa jatuhnya
tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperpegunungan yang mengalir tertib dan
indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam korpekerapan sanksi, “getaran-
getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungktegjadinya apa yang disebut dengan
disparitas pidanaljsparity Of Sentencing).?’

Meskipun demikian, dalam menanggulangi pelanggalan lintas yang
dilakukan oleh kendaraan bermotor terdapat bebekampalala yang menghambat
kinerja polisi lalu lintas dalam menanggulangi pegran lalu lintas yang dilakukan
oleh kendaraan bermotor tersebut. Bahwa ada bebéasifor kendala yang dihadapi
pihak Polisi lalu lintas dalam menaggulangi pelargg lalu lintas oleh kendaraan
bermotor tersebut di wilayah hukum Polisi Resor titaa Singingi, yait#®
1. Faktor Penegak Hukum

% Mustafa Abdullah|ntisari Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, him. 52.

2 Jeremy PopeStrategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta, Kerjasama
Antara Transparency Internastional Indonesia daya¥an Obor Indonesia, 2003, him. 53.

% SholehuddinSistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya,
Rajawali Pers, Jakarta, 2003, him. 42.

% sholehuddinOp.cit, him.115.

%" Disparitas Pidana Telah Menja@lobal Issue Dalam Kriminologi. Ada Tiga Perbedaan Metode Yang
Dapat Digunakan Dalam Studi-Studi Yang Telah Dikdtu Tentang Disparitas Pidana. Untuk
Memperdalamnya Dapat Dibaca Dalam: Roger Hood Aiathdrd SparksKey Issues In Criminology, World
University Library, Mcgraw-Hill Book Company, Nework-Toronto, 1970, Reprinted 1974, him. 141-154.

2 Wawancara dengamapak H. Fauzan Domo, Ajun Komisaris Polisi Kuantan Singingi, Hari Kasr25
April 2013, Bertempat di Polisi Resort Kuantan Sy
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a) Kurangnya Personil Kepolisian Satuan Lalu Lintas
Dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran leiad oleh kendaraan
bermotor yang terjadi didaerah Kuantan Singingedigkan personil polisi lalu
lintas yang memadai. Adapun jumlah personil kepoligdi Satlantas Kuantan
Singingi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabe 111.5
Jumlah Personil Polisi Lalu Lintas Kuantan Singingi
No Jumlah Personil Yang Jumlah Personil Yang
Ada Dibutuhkan
1 44 orang 60 orang

Sumber Data: Biro Umum Polisi Resort Kuantan Singingi

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah personiligiolalu lintas yang ada di

wilayah hukum polisi resort Kuantan Singingi. Daumlah tersebut sudah
termasuk kasatlantasnya. Menurut AKP H. Fauzan Dumdah tersebut masih

sangat kurang. Karena didaerah Kuanatan Singingihnm@znyak daerah-daerah
yang masih bersipat daerah pedesaan, sehinggadgelihpuh oleh personil

kepolisian lalu lintas untuk melakukan penyuluhantdang pentingnya mentaati
peraturan-peraturan tentang lalu lintas. Untuk parlu ditambah lagi jumlah

personil polisi lalu lintasnya, dan jumlah yangetipkan yaitu sesuai dalam tabel
diatas.

b) Kurangnya Profesional polisi lalu lintas dalam nadgmkan tugasnya, yaitu
adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Khysukdam pelanggaran
lalu lintas, jika seseorang memiliki keluarga yaowdisi, apa bila dia melanggar
peraturan tersebut maka dia bisa bebas begitu saja.

. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hambatan yang dihadapi oleh satiantas kuansingadaph faktor saranan dan

fasilitas adalah minimnya jumlah kendaraan yangildimoleh satlantas kota

Kuantan Singingi untuk melakukan penyuluhan-penyaitukedesa-desa. Dimana,

kota Kuantan Singingi masih banyak daerah pedeskan jauh dari lokasi

perkotaan, maka saat melakukan penyuluhan di desa-tersebut, diperlukan
sarana transportasi dan sarana lainnya sepertigarbjalan yang merupakan akses
menuju ke desa-desa, dan penambahan rambu-rambuirtds dan spanduk-
spanduk yang mengingatkan masyarakat akan keteataartata cara berlalu lintas.

. Faktor Masyarakat

a) Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang paratalu lintas.

Didaerah Polisi Resort Kuantan Singingi masih b&nglaerah yang bersifat
pedesaan, yang sulit ditempuh oleh polisi laluabnt sehingga tidak bisa
dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnyeraturan-peraturan
berlalu lintas.. Adapun pelanggaran lalu lintas gyahlakukan oleh pelangar
disebabkan oleh ketidaktahuan tentang peraturanlifdbs. Hal ini dapat dilhat
dalam tabel berikut :
Tabe 111.6
Jumlah Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengetahui atau Tidak
Mengetahui Tentang Peraturn Lalu Lintas Pada
Tahun 2011-2012

No Tahun Pelanggar Mengetahui | Tidak Mengetahui
Peraturan Peraturan
1 2011 10 orang 2 orang 8 orang
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2 2012 15 orang 5 orang 10 orang

3 Jumlah 25 orang 7 orang 18 orang
Sumber Data: Wawancara Dengan Pelanggaran Lalu Lintas
2011- 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagianrbeaknggar lalu lintas yang
dilakukan kendaraaan bermotor di wilayah hukum dPdResort Kuantan Singingi
disebabkan oleh ketidaktahuan pelanggar terhadegtyvan berlalu lintas tersebut.
Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepeduimasyarakat terhadap
keselamatan berlalu lintas. Serta memang adanygamsst yang tidak mengetahui
peraturan tentang berlalu lintas tersebut. Alag@lah yang paling banyak diberikan
oleh pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor.

Berikut nama-nama pelanggar lalu lintas tahun 22012 yang Penulis
wawancarai :

Tabe I11.7
Daftar Nama-Nama Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2011-2012
yang Penulis Jadikan Sampel

No | Tahun Nama Jenis Alamat
2011 kelamin
1 M.Yulhenda Laki-laki Pengalian, Dusun 2 RT 2
2 Bustari Laki-laki Pengalian, Dusun 1 Rt 1
3 Gispurnama Perempuah Sungai Soriek, Dusun 3 R} 2
4 Mektisen Laki-laki Tanjung Pisang, Dusun 3 Rt/ 3
5 Nobon Anwar Laki-laki Kasang Limau Sundai, Dusun
2Rt3
6 Jasriadi Laki-laki Pengaliam, Dusun 2 Rt 2
7 Hasbi Laki-laki Pulau Baralo, Dusun 1 Rt 2
8 Sulastri Perempuanl Pengalian, Dusun 2 Rt 2
9 Serdi Laki-laki Koto Rajo, Dusun 4 Rt 3
10 Kincie Laki-laki Danau, Dusun 2 Rt 2
Tahun
2012
1 M.Yul Hendra | Laki-Laki Pengalian, Dusun 2 Rt 2
2 Mektisen Laki-Laki Tanjung Pisang, Dusun 3 Rt/ 3
3 Nobon Anwar Laki-Laki Kasang Limau Sundai, Dusun
2Rt3
4 Jensi Laki-Laki Teratak Jering, Dusun 2 Rt 3
5 Hotraida Perempuan  Pengalian, Dusun 2 Rt 2
6 Saprigon Laki-Laki Pasir Putih, Dusun 1 Rt 1
7 Teti Perempuan| Lumbok, Dusun 2 Rt 2
8 Rusdi lksan Laki-Laki Lumbok, Dusun 2 Rt 2
9 Febri Perempuan Lumbok, Dusun 2 Rt 2
10 Ipit Saputri Perempuan Danau, Dusun 3 Rt 3
11 Sandi Laki-Laki Danau, Dusun 3 Rt 3
12 Moli Laki-Laki Pengalian, Dusun 2 Rt 2
13 Nilit Laki-Laki Pengalian, Dusun 2 Rt 2
14 Arias Pika Laki-Laki Pelukahan Dusun 2 Rt 2
15 Nopri Laki-Laki Lumbok Dusun 1 Rt 1

Sumber Data : Wawancara Dengan Pelaku Pelanggar Lau Lintas Tahun
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2011-2012, Hari Senin-Sabtu, 1-13 April 2013 Bertempat di
Desa Para Pelanggar Lalu Lintas.

b) Kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadareum masyarakat.
Salah satu contoh kurangnya etika berkendaraan pértgemudi adalah
adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot lyarsuara besar.
Hal ini tentu saja mengganggu pengguna jalan yang Selain itu, juga
mengganggu warga di sekitar oleh kebisingan yatighlolilkan oleh suara
knalpot tersebut.

Selain itu, kendala lain adalah kurangnya kesadawkum masyarakat, terutama
terhadap peraturan-peraturan dalam berlalu lintpers kebiasaan masyarakat untuk
tidak menggunakan alat pengaman seperti, tidak h&@nfaelm saat mengendarai
sepeda motornya. Alasan yang dikemukakan oleh pelage yang tidak menggunakan
helm tersebut beragam. Ada pengendara yang meagatagmpunyai helm, ada yang
mengatakan helmnya ketinggalan, serta beragarmajasay lain.

Setelah melihat tesebut diatas, dengan melihati swdtyang tidak ideal terjadi
dilingkungan masyarakat dan apabila membicarakatarig tata kerja suatu proses
yang dalam pelaksanaan penanggulangan tindak plaknbntas tersebut yang mana
sehari-hari melibatkan suatu rangkaian yang terglam proses penanggulangan
pelanggaran lalu lintas. Adapun nilai dasar darsarah ini adalah bahwa peraturan
perundang-undangan itu harus ada terlebih dahulimpesannya sebagai suatu sanksi
yang diancam dengan pidana setiap pelanggaranngm $ebelum seseorang
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, makatgran perundang-undangan
yang dibuat itu menjadi dasar utama bagi penegkirhidalam penerapannya.

Jika ternyata terjadi pelanggaran terhadap ketanRerundang-undangan itu,
maka pelaku tindak pidana harus diproses oleh pejdng diberi kewenangan untuk
mengabil tindakan hukum yakni adalah kepolisianmidian dari kewenangan yang
diberikan itu oleh Perundang-undangan, maka aparetgak hukum dalam mengambil
tindakannya terhadap tersangka harus sesuai dgrgyaturan perundang-undangan
yang berlaku tersebut.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Lalu Lintas Untuk Mengatasi Hambatan
Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum
Polis Resort Kuantan Singingi.

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidupmasyarakat pada
dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma s@sigl diantaranya norma
hukum itu sendiri. Menurut Kansil, kaidah atau nafrnorma hukum itu adalah :
“Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengkn memaksa untuk menjamin
tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakafPelanggaran terhadap kaidah
hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yaagadlan sedemikian rupa dan
mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah beegiesi yang ditentukan oleh
kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu pengtamsalegard"

Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan batpanhukum positif yang
mengandung larangan-larangan dan keharusan-kehaekagaimana yang ditentukan
oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenangk umenentukan peraturan-
peraturan pidana. Larangan atau keharusan masdaiidengan ancaman pidana, dan
apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negamatuk melakukan tuntutan
menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. ebagairkita ketahui Indonesia

29 Wawancara dengaBapak Sudarman, Brigadir Polisi Kepala, Hari Senin 26 April 201Bertempat di
Polisi Resort Kuantan Singingi
%0 J.B Daliyo,Pengantar Hukum Indonesia, Gloria, Jakarta, 2001, him.88
31 (i
Ibid.
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merupakan Negara hukum yang berdasarkan PancasilaUddang-Undang Dasar
194532 Penegakan hukum merupakan salah satu usaha pdatirg menciptakan tata
tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang iBérspreventif maupun
represif,setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanyaPenanggamanadalah upaya
penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yangh letenitiberatkan pada sifat
represif (penindakan, pemberantasan, penumpasasiyidae kejahatan terjadi,
sedangkan jalur non penal lebih menitiberatkan t si@eventif (pencegahan,
penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan itéfjagambatan-hambatan yang
dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintakup menyulitkan dalam menangani
tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilayflnkum Polisi Resort Kuantan
Singingi. Maka dari itu polisi lalu lintas Kuant&@ingingi mempunyai beberapa upaya
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambat&amdeenangani pelanggaran
lalu lintas diwilayah hukum polisi resort Kuantam@ngi, yaitu:

1. Faktor Penegak hukum

a) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya pekemaiisian lalu lintas;

Dalam mengatasi kurangnya personil kepolisian laltas maka upaya yang
dilakukan oleh polisi resort Kuantan Singingi yaitu

Menambah jumlah personil kepolisian lalu lintasuse dengan yang diinginkan.
Dengan cara mengajukan permohonan kepada pimpipanpinan yang
dimaksut disini adalah Kapolda Riau untuk menambattah personil kepolisian
lalu lintas di Kuantan Singingi.

b) Upaya dalam mengatasi kurangnya profesionaisipdalu lintas dalam
menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikagaparan dan pemahaman
kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lpaési resort Kuantan Singingi
agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan gaagu) serta menegakkan
hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminapdéatihan-pelatihan.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam mengatasi keluhan terhadap kurangya saranfasiditas serta anggaran bagi

operasional polisi lalu lintas, terutama saat métak penyuluhan ke desa-desa,

maka polisi lalu lintas dalam hal ini tetap melaknkugasnya, walaupun terbentur
dengan sarana dan fasilitas serta anggaran yariganfelain itu polisi lalu lintas
telah mengajukan penambahan anggaran dan saraadasditas kepada pimpinan
untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spgesphnduk yang
menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas. gamei merupakan kebijakan
pimpinan untuk lebih memperhatikan anggotanya damans& pendukung dalam
melakukan tugasnya, terutama dalam hal menanggagirtya tingkat pelanggaran
lalu lintas oleh kendaraan bermotor.

3. faktor masyarakat

a) Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak tahuayrakat tentang peraturan

lalu lintas;

1) Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturanl|bdnaas;

2) Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara rkatagenindakan dari
hati kehati, menunjukkan bahwa tindakan petuga®lisggn memang tulus,

32 purnadi Purwacarak®enegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1977,
him. 77.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Penditliaaional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, him.
674.
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jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikeamanan, menjaga
keselamatan, melayani, melindungi dan membimbingyarakat*
3) Melakukan program citra polantas.
Program tersebut meliputi sejumlah kegiatan anyaran
a) Pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlaasjin
b) Penegakan hukum
c) Sosialisasi dan kompanye lalu lintas yang dilakoati@ak selalu ditempat
tempat tertntu tetapi juga dilakukan ditempat-teimpgantai serperti:
diwarung-warung kopi dan lain-lafi.
Dari semua program ini yang paling difokuskan ofeatlantas polisi resort
Kuantan Singingi untuk mengatasi pelanggaran latad yang dilakukan oleh
kendaraan bermotor adalah pendidikan masyarakédnign kesadaran berlalu
lintas dan penegakan hukum. hal ini dikarenakan Ipeeikan pendidikan akan
kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat yarajadithya juga termasuk para
remaja atau para pelajar diharapkan akan meninghka#ikan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat akan hukum dalam berlalwslisd@ menyadarakan para
pelajar untuk selalu taat akan peraturan lalu dingerta tidak melakukan
pelanggaran terhadap lalu lintas.

b) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya egkggmudi dan kurangnya
kesadaran hukum masyarakat adalah dengan caraukahalpenindakan yaitu
dengan cara menilang pengendara kendaraan berymtgr melanggar aturan
berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlalame@ upaya ini merupakan
bagian dari hukum sebagai asas moral atau asasakegdng bernilai universal
dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam, kugebagai kaidah-kaidah
positif, dan Hukum sebagai institusi sosfaDleh karena itu, untuk mewujudkan
rasa keadilan dan ketertiban, diperlukanlah suatlakan guna mewujudkan rasa
keadilan dan kenyamanan didalam masyarakat untukjamen terwujudnya
kepastian hukumY, Dan demi terciptanya kehidupan yang aman darbteatinai
dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal igaretelah menciptakan
ketentuan — ketentuan berupa norma-norma atautkéimidah yang menentukan
bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakhingga dengan
demikian pelanggaran terhadap norma-norma atawalk&ididah tersebut akan
dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa tilaritatiap pelalu pelanggaran
lalu lintas. Dengan demikian diharapkan adanya tkesagerak, langkah dan
pandangan dalam rangka penegakan hukum sehinggzadgasaran semaksimal
mungkin.

G. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasaldng diteliti, maka dapat
ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :
a) Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas ndafaenangani tingginya tingkat
pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Redéuantan Singingi, ada
beberapa peranan yang dilakukpertama, peranan dibidangreventif, yaitu

3 Wawancara dengaBapak Sanusi, Brigadir, Hari Selasa 30 April 2013, BertempatRiblisi Resort
Kuantan Singingi.

% Wawancara dengaBapak Nasir Harahap, Brigadir, Selasa 30april 2013, Bertempat di RPdResort
Kuantan Singingi.

3% Materi Kuliah Program Pascasarjana Universitagdistus 1945 Surabaya Prodi Magister lImu Hukum,
Tahun Akademik 2007-2008 M.

¥ bid.
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dengan cara melakukan melakukan sosoalisasi daergregan tentang rambu-
rambu lalu lintas kesekolah-sekolah dengan maksednbrikan penerangan
tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu linken menerangkan apa
resiko yang akan terjadi jika melanggar rambu-raiahulintas, serta memberikan
peringatan-peringatan kepada masyarakat umum nggrmantingnya mematuhi
rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spanpakekik dan baliho-baliho
yang berhubungan dengan lalu lintas dan menghimizmyarakat melalui media
elektronik yaitu radio. Agar mematuhi rambu-ramhbiu llintas.Kedua, peranan
dibidangrepresif, yaitu melakukan penindakan dengan pemberian $egatran,
Penindakan denga surat teguran hanya diberikand&epalanggar yang tidak
terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendtipawa umur yang melakukan
pelanggaran. Penindakan dengan pemberian surad,tetiap pengendara sepeda
motor yang kedapan melanggar lalu lintas maka akamaki dengan tilang. Hal
ini dapat dilihat apa bila ada operasi yang dilakukleh polisi lalu lintas, baik itu
mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat manptka atau rambu. Seperti
penggunaan kanelpot yang nyaring atau tidak semrajan standar sepeda motor
tersebut. Namun peranan ini belum berjalan semestikarena masih ada
beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

b) Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisianasatalu lintas dalam menangani

tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas diwilaylabhkum Polisi Resort Kuantan

Singingi, ada beberapa hambatpertama, dari faktor penegak hukum, yaitu:

Kurangnya jumlah personil polisi lalu lintas yandaadi Polisi Resort Kuantan

Singingi dan Kurangnya Profesional polisi lalu éistdalam menjalankan tugasnya.

Kedua dari Faktor sarana atau fasilitas, yaitu minimnyalph kendaraan yang

dimiliki oleh satlantas kota Kuantan Singingi untukelakukan penyuluhan-

penyuluhan kedesa-desa, serta banyaknya aksesymtansudah rusaketiga
dari faktor masyarakat, yaitu: Adanya masyarakangydidak tahu tentang
peraturan lalu lintas serta kurangnya etika pengerdan kurangnya kesadaran
hukum masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas wkhtmengatasi hambatan dalam

menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu limtaglayah hukum polisi resort

Kuantan Singingi. Ada beberapa upaya yang dilakugariama dari faktor

penegak hukum;

1) Menambah jumiah personil kepolisian lalu lintagsuai dengan yang
diinginkan.

2) Memberikan pengajaran dan pemahaman kepadg satiggota kepolisian
satuan lalu lintas polisi resort Kuantan Singingaamelaksanakan tugas sesuai
dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukopa pandang bulu
melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

Kedua dari faktor sarana atau fasilitas, yaitu mengajupanambahan anggaran

dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan.

Ketiga dari faktor masyarakat, yaitu:

1) Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak tahuagarakat tentang peraturan
lalu lintas;

a. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturdalbdintas;

b. Membangun kepercayaan masyarakat dengan camkukah penindakan
dari hati kehati;

c. Melakukan program citra polantas.

2) Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya e#ikggmudi dan kurangnya
kesadaran hukum masyarakat adalah dengan caraukatakenindakan yaitu
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dengan cara menilang pengendara kendaraan bergastgrmelanggar aturan
berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Saran

a) Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalaemangani tingginya tingkat
pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polisi Res&uantan Singingi
hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Karena kepotisi@erupakan unsur yang paling
utama dalam melakukan penegakan hukum. Terkait aserigndang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkui@an, sehingga apa bila
ada orang yang melanggarnya, harus ditindak dasndkan sanksi yang tegas,
dalam artian menegakkan hukum tanpa pandang balainStu hendaknya para
aparatur Negara dalam melakukan penegakan hukumdakeya lebih
menanamkan sifaProfesionalisme kepada setiap anggota yang bertugas serta
harus bertindak tegas kepada yang melakukan pebpathuatan yang mencoreng
citra polisi di mata masyarakat;

b) Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnyadigjan Daerah Riau, untuk
lebih mengoptimalkan peranan polisi lalu lintas &te«Kuantan Singingi dalam
menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan camaambah anggaran, sarana
dan fasilitas serta jumlah personil polisi lalutadis

c) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhdddqum, khususnya
mengenai peraturan berlalu lintas. Dalam halm ienghn cara melakuakan
penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pedesaatande pentingnya
mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, baik melgerantara mahasiwa-
mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerfa ayau kukerta didaerah-
daerah pedesaan tersebut, maupun kepada anggstdgbollintas tersebut. Untuk
para pelajar dan mahasiswa hendaklah mampu bek@ma dengan pemerintah
serta Aparatur-Aparatur Negara, sehingga suatugadé@ae hukum, bisa berjalan
dengan baik dan ketertiban dalam berlalu lintas bésjaga dengan baik, dalam
halnya membantu mensosialisasikan tentang perapgaturan lalu lintas
tersebut kepada masyarakat masyarakat yang belungetadaui tentang peraturan-
peraturan tentang lalu lintas tersebut.
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